KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 2 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 1

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

. bahwa  berdasarkan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah  di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4188);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6832);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemeritah di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemillhan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 984);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat  Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
443 /[Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Ligkungan Komisi Pemilihan Umum;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Bima Nomor: 4/PK.01-BA/5272/2023 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Bima;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA.

Menetapkan kembali Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, selanjutnya
disebut Satgas Penyelenggaraan SPIP KPU Kota Bima,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
yvang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kota Bima terdiri atas Tim Kerja. Tim Kerja pada
satuan tugas terdiri atas Pengarah, Ketua, Sekretaris
dan bidang-bidang yang menangani unsur lingkungan
pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi serta pemantauan
pengendalian intern;

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Bima bertugas sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17

Tahun 2012,

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
Nomor 04/HK.03.1-Kpt/5272 /KPU-Kot/Ill /2020
tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penyelenggaraan  Sistem = Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Bima;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
Nomor 2/HK.03.1-Kpt/5272 /KPU-Kot/1/2021
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 04/HK.03.1-
Kpt/5272/KPU-Kot/IlI/2020 tentang Pembentukan
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kota Bima;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
Nomor 2/HK.03.1/5272/2022 tentang Perubahan
Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Bima Nomor 04/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-
Kot/IlI/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kota Bima;
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4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
Nomor 13/HK.03.1/5272/2022 tentang Perubahan
Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Bima Nomor 04 /HK.03.1-Kpt/5272/KPU-
Kot/IlI/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penyelenggaraan  Sistemm Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Bima;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN
Salinan sesuai dengan aslinya

_SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
SN BIMA
= " -

Sub Bagian Hukum dan SDM
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI
KOTA BIMA

NOMOR: 2 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

PEMILIHAN UMUM

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

JABATAN
NO NAMA JABATAN DALAM SATGAS
118 Mursalin, S.Pd Ketua KPU Kota Bima Pengarah
2. Yety Safriati, S.Sos Anggota KPU Kota Bima Pengarah
3. Bukhari, S.Sos Anggota KPU Kota Bima Pengarah
4. Tamrin, SH Anggota KPU Kota Pengarah
Bima
5. Agussalim, S.Ag Anggota KPU Kota Bima Pengarah
6. Drs. Ajmah Sekretaris KPU Kota Ketua
Bima
7. | Nining Agusyuni, S. Si | Kasubbag Hukumdan |  Sekretaris
SDM
8. Farid Ma’ruf, SE Kasubbag Keuangan, Tim Kerja
Umum dan Logistik.
9. Eka Wahyuni Dewi S, Kasubbag Perencanaan, Tim Kerja
S.Sos Data dan Informasi
10. | Sri Wahyuni, SE Kasubbag Teknis Tim Kerja
Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat
11. | Amirullah, ST Staf Sekretariat
12. | Eli Idawati, A. Md Staf Sekretariat
13. | Sutono Staf Sekretariat

Salinan sesuai dengan aslinya
EKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

USYUNI

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

b Bagian Hukum dan SDM

MURSALIN
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